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WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 192TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI

KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
WALI KOTA BANJARMASIN

bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan urusan
pemerintahan umum di Pemerintah Kota Banjarmasin,
perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pembentukan Forum Koordinasi
Pimpinan di Kecamatan Banjarmasin Timur;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5589); |

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kota
Banjarmasin Nomor 63);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
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KELIMA

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatn dan Belanja daerah
Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:

1. identifikasi permasalahan urusan pemerintahan umum
diwilayah Kecamatan,;

2. deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban
umum diwilayah Kecamatan;

3. pengkoordinasian strategi penyelesaian permasalahan
keamanan dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan;

4. penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan
ketertiban umum diwilayah Kecamatan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali
Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun Anggaran 2022.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini
mulai dilaksanakan tanggal 03 Januari 2022.

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 22 Februsri ¢
WALI KOTA BANJARMASIN,

+

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 192 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DI KECAMATAN TAHUN 2022
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI
KECAMATAN TAHUN 2022
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

NO

NAMA JABATAN

KEDUDUKAN | BESARAN HONOR | KET.
/ KEGIATAN

Plt. Camat Banjarmasin
Timur

Ketua -

Kapolsek Banjarmasin
Timur

Anggota Rp. 1.450.000,-

Danramil Banjarmasin
Timur

Anggota Rp. 1.450.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN

-

IBNU SINA




